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PERATURAN
BUPATI STTUBONDO
NOMOR |6 TAHUN 2011

TENTANG
RUMUSAN DAN PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa guoa meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa schagai
lembaga pemermtaham  terdepam yang secara langmung melayani
magyarakat, perlv odanya penycdisen dana  untuk  mendukung
pelaksanaaan tugas & bidang Pemeriniaban, FPFembanguuan dan
Kemasyaraketan melalui Alokasi Dana Desa (ADD);

. balrwa schubsmgen edenya perubshan torhadap ketentuan pads ramusen

pencritnan besarmyr Alokasi Dana Dess (ADD} schagrimana wish diator
dalam Peraturan Pupati Situbonde MNomor 21 Tahun 2010 dan guna
pelaksanaan gsebagaimana dimaksud pada hurof a, dipandang periu
mengatur Rumusan Dan Pedoman Umum Alokasi Dans Desa (ADD) &
Kabupater Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo.

. Undang Uy Nomor 12 Talwm: 19350 tentang Pembenicksn  Dacreh-Dacsh

Kabupaten Dalam Lingiamgan Propinsi Jawa Timor (Lemberm Negars Talnem
1950, Nomor 19, Tambeakan 1emberan MNegara Nomor 9);

. Undang-Undsng Nomor 12 Tebun 1985 temang Pajak Bumi dan

Banguman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negarn  Republik Indoneszia Nomor  3312)
sebagpimatia telah diubah denpan Undang-Undang Nomwor 12 Tahun
1724 tentang perubshan atas Undang Undang Nomor [2 Tabun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indoresia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lemberan Negera Republik [ndonesia
Nomaor 3569);

. Undsng-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunsn

Nasgional {Lembaran Megara Republik Indonssia Tehun 2000 Nomor 206,
Tambshan Lembaran Megara Republik Idonesia Nomor 3952);

. Undang-Undsng Nomwor 17 Tehun 2003 tentang Kevapngan Negam

{Lembaran Negara Tahwun 2603 Nomor 47, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 42B6);

. Undang-Undang Nomor 1 Talwn 2004 tentamg Perbendabaraan Megara

{(Lembaran Megam Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lemberan Negare
Maotror 4358);

. Undang-Undeng Nemor 15 Tehun 2004 temtang Sistem Perencansan

Pembangunan MNaswmal (Lembatah Negara Tahun 2004 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Nomot 3952);



Memperhatikan

Menetapkan
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7. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 teptang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesie Nomor 4437)
sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
teniang Perubahan Kedua Atas Undang-lUndsng Nomor 32 Yahm 2004
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Talnm 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Megara Republik ndonesia
Nemor 43443,

%. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keusngan
antara Pemerinieh Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambehan .embaran Negara Nomeor 4438);

9, Pershtrin Pemerinish Nomeor 28 Tabun 1972 tentang  Perubahan Nama
dan Pemindshan Tempat Kedudukan Pemerintsh Deersh Kabupaten
Panamkan { Lembaran Mepara Tabun 1972 Nomor 38 ) ;

10, Peraturan Pemerintah Momor 55 Tahun 2003 tentang Dana Perinbangan
(Lembaran Negairn Tatmun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Magera
Nomor 4575);

11. Perptoran  Pemerintgh Momor 58 Tabun 2005 tentang Penpelolaan dan
Pertanggungiawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 4578);

12. Peratwran  Pemcrinigh Nomor 72 Tahun 2005 tenteng Desa (Lembaren
Megara Republik indomesia Talwn 2005 Nomor 158 Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4587},

13, Perataran Presiden Momor 7 Tabun 2005 tentang Rencann
Jangka Menengah Masional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 11);

14. Perataran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keusngan Draerah sebagaimana telsh diubeh dengan Peraturan
Menteri Dalam Megeri Nomor 59 Tahua 2007 tenteng Perubahen Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tzhun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peratuwran Deerah Kabupaten Sitvbonde Nomor 8 Talun 2006 tentang
Pedommn  Susunan Organisasd dan Tala Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Deemh Kalnepaten: Sitobondo Talum 2007 Nomoz 04);

16, Peraturan Daeerah Kabupaten Situbondo Momor 12 Tahun 2006 tentang
Keduduken Keuangen Kepala Desa dan Perangkat Desa {Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomar 08);

17. Peraturan Dartah Kabapaten Situbonde Momor 13 Tabun 2006 tentng
Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembamn Daseah Kabupaten
Situbondo Tohun 2007 Nomar 09);

18. Persturan Diacrah Kabupaten Situbondo Momar 17 Tahun 2006 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa {(Lembaran Dacrah Kabapaten Situbondo
Tehun 2007 MNomor 13).

1. Surai Menteri Dalam Negen tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor ; 14M286/8]
perihal Pelakzenaan Alokasi Dana Desa;

2. Radiogram Memern Dulam Megeri tanggal 17 Agustus 2006 Nomor ;
140/184§/SJ;

3. Sor Menteri Dalan NMegeri tanggal 26 Jamari 2007 Nomor @ 1404} 61/8]
perihal Pedoman Umum Pengelokaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RUMUSAN DAN PEDOMAN

UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
KABUPATEN SIYUBONDO.



BABI
KETENTUAN UIMUM
Fguat 1

Dialem Peraiuran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
L

Diaczah adalah Kabupaten Situbondo.

Pemerintahan Daereh adalah penyelenggsrasn irusan pemerintaitan oleh
Pemerintah Daersh dan DPRD menuwt gsas otopomi dan  tuges
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan
pringip Negare Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-
undang Dasar 1945,

Pemerintah Doerah adaish Bupati den Peranpkat Dacrah lainnyz sehagai
unste penyelengpara pemerintahan daerah di Kabupaien Situbondo.

Bupati adalah Bupati Simbondo.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di
Kabupater Situbondo.

ving berwensng uniuk mengater dan mengurus kepentingsn masysrakat
dihormati dalam sistemt Pemerimahan Negam Kesaan Republik Indonesia
don berada i Kabopaten Sitoborxdo.

Pemietintahan Desa sdalah penyelemgppara urusan pemerintshan oleh
Pemcrintah Desa dan BPD dalam mengator dan mengurus kepentingan
mesyarakal setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistern Pemerimiahan Negars Kesatuan
Republik indonesia

Pemerimtah Phesa adslah Kepala Desa dan Perangkat Desa sehagai unsur
pettyelenggara Pemerintahan Desn,

Badan Permusyawarstan Desa eclanjutnyn discbmt BPD adelah lembaps

yang mergpakan perwuwjudan demokrusi  dalam  penyelenggarasn
pemerintahan desa sebagni unsur penyelenggama Pemerinilahet Desa.

10. Lembepa Pemberdayasn Masyarskat Desa, yang selanjutmye discbut

11.

13

13

1. PMD} adalah lembags yang dibentuk oleh masyerakat sesnai dengan
kebutvhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan
mesyarakat

Alokasi Dana Desa, selanjumya disebut ADD adalah Diana yvang dizlokesikan
oleh Pemerintah Kalwmaten Sitobondo wmok Desa yang bersumber dan
Dacrah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajek
Pajak Paerah adalah kontribusi wajib kepada Daersh yang terutang oleh
orahg pribadi atan Badan yang bersifat memaksa berdasarkan tindang-
Undeng, dengan tidek mendapatken imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daersh hagi sebesar-besar kernakentiran rakyat.
Retribost Draersh adalah panpotan Daerah szbapai pembaysran atas jasa
atan pernberian ijin bertentu vang khusus disediakan danvatau diberikan
oleh. Pemerintah Diaersh untuk kepentingan orang pribadi stan Badan,

14. Bane Perimbangan adalah dana yang bersumber dan  Anggaran

Pendapsion dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daersh
untuk mendanai kebwtwhar Deerah dalam  rengka pelaksanaan
Desentratisas:.
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15. Angparan Pendapatsn dan BHelanja Desa, seclanjumya disecbur APBDesa
adalah anpgarun kevangan tahunan Pemerinlahan Desa vang dibahss dan
disetujen bersams oleh Pemeriniah Desa dan Badan Permusyaweratan Desa
{BPD) yang ditetaphkan dengan Perahoan Desa

16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan,
perwlition, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan,
konsultasi, supervisi, monitoring pengawassn umum dan  evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

17. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjvinya disebut ADDM edalah
bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang
sema setiap Desa

18. Aloknsi Dana Desa  Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah
merupekan bapian dari ADD yang dinlokasiken kepnda Desn dengam
basaran sesuai dengsm hasil penghitongan atas vamabel-vanabel yang
ditetapkan.

BAB ¥
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membisysi program
Pemerintahan Desa datam melaksanskan kegiatan pemenntaban dan
pemberdayaan masyaakat,
(2) Pemberien ADDY bermjuan mmiuk :
8. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan perencansan dan penganggaran pembangunan Jdi tingkat
desa dan pernberdayaan masyarakat;
¢. Memningkaikan pembangunan infrastrukhur pedesaan;
d. Meningkatkan peagamalan nilri-nilai keagamaan, sosial budaya dalam
rongka mewujinlkan peningkatan sosisl;
£, Meningkatkan ketvitraman dan ketertiban masyarakat;
f. Meningkaikan pelayanan pade masynrskat desa dalsmm rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

¢ Mendorong peningkatan keswedayaon din gotong royong masyarakat;
dan

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masysrakat desa melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa).

HAB IIL
SUMBER ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

Sumber Alokasi Dana Presa terdin dan
a. Bagimn dart penerimasn Paiak Daerah sebesar 10% (zepuluh per seratus);
b Bagian dan penctimaan Retibusi Duersh tererdy sebesar 1086 {pepuluh per
sexaiis);
¢. Bazan dari Dana Perimbangen Kcuangan antara Pemerinizh Pusat dan
Pemerintah Daerab yang diterima oleh dacrah non Dana Alokasi Khusus
{XAK} yang terdini d=n -
1. Dena Alokasi Umum sebesar 10% (sepuluh per seratns)} setelah
dikurangi belania Aparatur;
7. Ragian deri Bagi Hasil Pajuk dan Bukan Pajsk sehesar 10% (sepuluh
per seratus).



BAB IV

RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA
ALDOKASI DANA DESA (ADD)

Fasal 4
Rumuos ADD dipergunakan untuk menghitung besamya Alokasi Dana Oesa
untuk setiap Desa.

Pasal &
(t} Rumus desar penetapan Alokasi Dang Desa (ADD) :

ADDx = ADDM + ADDPY

AP = Alokssi Dams Desa x.

ADDM  — Alokast Dena Desa Minimal yang diterima desa,

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proposional untuk desa x.
ADDPx = BDx{ADD - Y ADDM}

BDx = Nilai Bobot Diesa untuk Desa x

ATID = Total Alokasi Dane Desa uniuk Kabupaten

FADDM = Jurslah selurah Alokasi Dana Desn Minimal

(2} Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa {BDx)

BDx=alKV1+a2Kvi+__anKvn

B = Nilx Bobot Desa untuk Desa x
al,a2...an ardalah angka bobot dari masing-masing varisbel.
KV, KV2 ... KV n, adalab kochisien masing-masing variabel

{3} Pertitungan Koefisien Variabel (KV) Desa
a. KV Kmm'skmm

Jl.unlﬂ} mmlh mngg.a mga.'l mmkm se-ltahupn.ten

b. XV Pendidikan Dasar
usia sckolah desar Tidak di Desa
Jumish anak usis sekolah dasar Tidak bersekolah se-Katrupaten
¢c. KV Produksi Tanah Kes Desa {TKD)
Jumiah Penghasiian Tansh Kas Desa di Desy
Jumizh Penghasilan Tansh Kas Desa se-¥Kabupaten
d, KV Kesehatan

"Iml Jumhhwmhkmgkwmggmﬂ{ahupm
¢. KV Keterjangkauan (k)

Jmrak Deca ke itwiots Kecaimaten

Jumlah Jarak selwah Mesa ke ibukota Kecamaian
f. KV Jumlah Penduduk

Jumlah Pendeduk di Desa

dumlah Pendoduk se-FKabupaten




&

g KV Puhznsl Eknnmm
am i ¢i P13 i
Iumlah lelml PRE, PaJak da.n Rﬁnbual sa—Kuhupﬂten
h. KY Luas Wilayah Desa
Luaxs wilayah Desa k)
Jumleh Luas wilayah Kabopaten (km™)

{4} Penctapan Variabel Dzn Bobot Variabel

. Noiesi Notasi | Bobot
Variabel variahet' | Bobot |

1. Kemiskinan VI al 0.2¢
2. Pendidikan Dasax Vi a? 020
3. Produksi Tanah Kas Desa V3 a3 0.15
4. Kexehatan V4 at | 010
3. Keterjanghauan V5 as 0,10
6. Jumiah Penducuk V6 a6 0,10
7. Potensi Ekonumi V7 a7 010
| 8. Luas Wilayah Desa ] V8 al 0.05

(5) Definisi Variabel

o Variabel Kemmiskinen pdalah Jumiah Rumah Tanpgga Sangat Miskin
Desa, sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Stiubondo.

b. Variabel Pendidikan Dasar adalab jumiah anek usia sekolah dasar vang
tidak bersekolah i dess, sumber data dari Kantor Keluarga Bereticana
Kabupaten Situbondo.

€. Varishel Prodduksi Tanah Kas Desa vailu Penghasilae Tanah Kes Desa
{TKD), datanya diperoleh dari APBDes tahon sebelumnya.

d. Variabel Kesehotan adalah tingkat keschatan masyarakat Desa yang
kurang gizi, sumber data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

€. Variabe! Keterjangkauan yaitu jarak Desa dengan Ibs Kota Kecamaten
(Km), Kecveli untuk Desa di Kota Kecamatan diliung 1 km, sumber
data dari Badan Perencansan Pembangunan Daemb Kabupaten
Simabondo,

f WVariabe! Jumlah Penduduk yaits jumish penduduk Desa sumber daia
dart Karor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo,

g. Variahel Potensi Ekonomi yaitu realisssi dari Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Pajak dan Retribusi, sumber data dari Dinas
Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Situbondo.

h. Variabel Luss Wilayzh Dess yaitu loas wilavah desa, sumber dat dari
Kantor Badan Pusat Statistik {RPS) Kabupaten Simbondo.

Pasal 6

(1) Besar ADTD dibagi secara adil dan merata dengan perbendingan :

B ADDM sebesar 60% {cnam paluh per scratus) dan jamlab ADD;
b. ADDP sebesar 40% (empat per seratus) dan jumlah ADD.

(2) Yang dimaksud azas meraia sebagaimena dimeksud pade ayet {1) adulah
besarnyva lagan ADD vang sams untak sctiap Desa selenjutnva disebart
Alokasi Dams Desa Minimal (ADDM ).

{3} Yang dimaksud azas adil scbagaimana dimaksud pada avat {1} adalah
besamya bagian ADD yang dibagi secars proposional untuk setiap Desa
berdasarkan Milai Bobut Desa yang dihittmg dengan rumus dan variabel
tertenty, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional {ADDP).

(4) Besar penerimaan ADD mmmmg%ammmﬁw
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjit dengen XKepuotuzan Bapad,



BAB ¥V
NSTTTUSE PENGELOLA ATLOKASI ANA DESA
Pasal 7

Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk umtuk
melakukan pendampingan dan pelaksanaan.

Pazal 8
(1) Tim Pendamping tingkat Kecametan ditetapkan dengan Keputusan Camat
vang terdini dari unswr Pemerintah, unsur Lembaga Swadaya Masyarakal

{LEM)unsur Pergurupn Tingat.

{2) Tim Pendamping schagaimans dimaksud pada ayat (1} mempuayai tugas :

a. Mclaksanakan sosialisasi aias kebijakan, dala dan mformas: mengenai
ADDr;

b, Melakukan pendampingan tchnis operasional alas  perctcngan,
pelaksansan dan pereanggungjawaban ADD;

c. Memberikan bimbingan teknis/pelatihan administrasi kevangan kepada
Tim Pelaksana ADD Tinpkat Diesa;

d. Melakukan venfikasi date vsulan pencatran, Japoran kegimian dan
administrasi pertanggungjawaban {SPD ADD:,

g. Melpkukan pembinaan lengsung, pengawasan, pengendalian,
momboring dan evaluasi;

f. Membaniu penvelesaian permasalahan pengelolaan ADD yang terjadi
sesupl dengan peratwran perondanp-andangan yang betlaku dan
melakukan koordinagi dengan Badan Pengawas Kabupaten;

g. Mglakukan kensultesi dan memberiken laporsn secara periodik
perkembangan pengelolaan ADTY kepada Bupati setiap akhir bulan;

h. Mengevahasi kegistan pelaksanasn Alokasi Dana Desa {ADD) dan
melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Passl &

(1) Tim Pelaksane Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Tim Pelaksana Tingkat Ness scbagaimana dimaksud pada ayat (1] terdin
dari .

a unsur Pemerintah Tresa;
b. unsur lembaga kemasyarakatan vang ada di desa;
c. unsur tokoh masyarakag;

(3) Jumbah angpoie Tim Pelaksens sehagaimena dimaksud pade ayat (1)
sehanyak 7 {tujuh) oreng dipilibh secara musyawarah mufaket denpan
memperhatikan keterwakilan dar masing-masing unsur.

{4) Tim Pelakssna sehagaimena dimaksud pada ayat (1) bertagmmgjawab
kepada Kepala Desa.

(5) Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyad (gas -

a. Mengeiola ADD  sccara  cofektif, cfisien transparan dengan
mengutamakan kepentingan masyarakai desa:

b. Melaksanakan kegiatan sesual Program Kera Pemerimah Desa yang
didansi dengan ADD;

¢. Menginventarisast data perkembangan pelsksansan dan penyorapan
dana ADD;

d Moelaknkan penatansahaan keuangin serta mempertangamgiaveabkan
rengelolaan ADDY secara [isik &m administraiif;
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¢ Mengevaluasi setiap tahapan kewialan yang di danai ADD dan
melaporkan secara werulis kepada Kepala Desa dengan (embusan BFD
dan kepada Tim Pendamping Kecamatan;

f. Membuat iaporen skchir atas pelaksanzan penggunaan dena ADY) setiap

BAR YI
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 10

ADD dianggarkan dalam Anggavan Pewdapatan don Belanja Daevah
Kabupaien Stubondo.

Fasal 11
Pengajuan ADD dapat dilabuksn oleh Pemerintah Desa apabila sudah

ditvangkan dalam Peratiran Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa setelah di evaluasi oleh Bupati.

Pasal 12
(1) Penyaluran ADD dilpksanakan melalui 2 {dus) tahap yaito :
a. Tahap pertama sebeanr 50% (lima puluh per seratus) dari peoerimaan
ADID;
bh. Tahap kedua sebesar 530% (lima pulub per sevalus) dari penerimaan
ADD.

(2) Pengembilan dena dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan Surat Tugas
dari Kepala Desa.

{3} Bendahsre Dess aschagaimans dimaksud pada ayat {3} diangkat dengan
Keputusen Kepala Desa

{4) Teta cara dan persvaratan pencairan ADD diamr Ichih lenjut dengan
Kepumisan Bupati.

BAE VII
PENGGITNAAN ALOKASI DANA DESA
Pazal 13

(1) ADD yang diterima Desa dipunskan untuk pembelanjsan Penyclenggaraan
Pemeniniaban Desa dan kegiatan Pemberdayaar Masvarakat,

(2) Rincian penggunasn AT} sebagpimana dirnaksod pada ayat (1) yaknd :
a. belanja penyelengparaan Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh
per seratus) dan jumilsh ADD yang diterima;
b. kegiatan pcmberdayasn masyarakat Dean sebesar 70% (mjuh puluh per
seraius).
Pasal 14
¢1) Belanja untuk kegiaten penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) horuf a, pengpunaannya diprioritaskan
untuk :
a pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor Desa,
b, Alat Tulis Kantor,
¢. Perjalanan Dinas Aparat Pemerintahan Desa;
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d. Penmingkatan Sumber Dava Manusia (SDM) bagt Aparat Pemerintah
Diesa dan BPD;

¢, Kegistan Pemerintah Desa lainnya yang dipandang sanpgat perlu dan
mendesak.

{2) Belanja sebagaimana dimeksud ayat (1) besamya diumpskan seczra
musyawsarah antara lerabaga lembage desa denpan Pemerintah Desa.

Pausal 15
(1) Belanja untuk pemberdayaan masyarskat sebagpimana dimokand dalam

Pusal 13 ayat (2) hurul b, arah penggunsannys diprioritaskan untuk

kegiatan

a. Pemberdayaan masyarakat Pesa, utamanya di bidang pendidikan
masyarakat, keschatan masyarakal, peningkstan peranan gender dan
pemberdaysan institusi lembaga masyarakat seperti PKE, Posyandu,
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Organisasi Xepemudaan, RT/BW
dan lain-lpin;

b. Pemberdayaan Linglungan, wtamanya untitk pengadaan/pemeliharaan
sarpna danfatau prasarana baik di bidang ckonomi maopan sosial vang
dapat mendorong percepatan kemajvan Desa;

¢. Pemberdaysan Ckonomi, wamanya untuk pengemiasin kemiskinan

otelalui pengembangan usahs skmia kecil, pengembangan Unit
Elonomi Dess, pengembangan Badan Usaha Milik Dess (BUMDes),

Kelompok Tani dan Petemoak, Kelompok WNelayan, Kelompok
Masyrrakat Miskin serta ogtimalisasi pernanfaatan poiensi ekonomi

ickal laintyva,

(2) Besarnya belanja yang digunakan untuk pemberdaysan masyarakat
sehagaimsna dimsksxd ayaf (1) dirumuskan secara musyawarah bersame

lembaga-lembaga yang adz, lokoh masyarakat dan Pemerintak Desa.

Pasal 16

Perubahan ADD yang tercanbum datemr APBDes depat dinbah melahn
Perubahan APBDes sesusi mekanisme den ketentuan perariran yang beriaku.

BAB VI
PENGELOLAAN
Pasal 17
{1} ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa,

(2) Penpeiolaan ADY) sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Peraturan Desa tentang Anpggarep Pendopatem dan  Belania Desa
{APBIes).

Paanl 18

Keginten yang dibiavai dengan ADD dirercanaken, dilaksanakan dan
dievaluasi secara transparan, akuntabiliGs dan demokrasi.

Pazsl 19

Prlaksaman peagelotasn ADD dengan menggunakan prinsip emal, teramh
dan terkendali.
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Pasal 20

Betiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam Buko Kas
Umum dan Buku Baniu sesual ketentaan peraturan yang berlaku, secara teknis
dilakukan oleh Bendahara Tim Pelaksana ADD Desa,

BAB TX
PERTANGGUNGIAWABAN DAN PELAPORAN

Fasal 21
(1) Tata carn pengelolan, peangpungiawaban dan pelaporan akan dietur lebsh
larjut dalamn petanguk tebenis pelaksanaan penggunasa, pertanggangiawaban dian
pelaporm ADD vang ditttapkan dengan Kepuhasan Bupati.
(2) Dalam pengelolaan adminitratif, Pelaksana ADD ditingkat dess dapat
dibaatu oleh Tim Pendamping dt tingkat K escamatan.

Fasal 22

{1) Pelaporan diperfulcan dalem rangha unhak pengendalian den itk mengetning
perkernbanem proses pengedolaan dan pengoiesan ADD.
{2) Bentuk Laporan ADD serdiri dari :
g. Leporan per hulan; dan
b. Laporan akhir kegiatan
(3) Laporen Per Bulan schagarreme dimekstd pada ayat (2) buruf a, rastiputt -
2 Kegistan ADD;
b. Perkembangan kegiatan Penpgonaan ADD.
(4) Laporan Akhir Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayai (2) bural b,
mediput :
a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
b. Permasalahan yang dibadam dalam pelaksanaan kegiatan ADDD;
c. Rekomendasi penyelesaian hasil akhir penppimaan ADD.
(3} Adapun susunan Laporan Akhir Kegiatan scbagaimana dimaksud pada
ayat [4), sebagai berikut :
a. Pendahuiuan;
b. Program  kerja  bidang  penyelenggaraan pemerinishan  dan
pemberdayaan masyarakat dess;
Pelakasnaan penggunaan ADY,
d. Permasalehan vang dihadapi dan upeva yang izlah dilekukan untk
mengatasi permasalabian tersebut;
2. Evaluasi;,
. Kesimpulan dan Saran;
g. Penutup.

B

Przs! 23

Laporan Peér Bwian schagaineena dimakud dalam Pasal 72 ayat (2} heruf =,

iluksemakan secam begenjang yaitu :

a. Tim Pelaksana Tingkat Dess menvampaiksn laporan yang diketabui
Kepala Desa kepada Camal/lim Pendeamping Tingkat Kecamatan sastiap
bulan selambar-lambatnya tanggal 3 pada bulan berilarnya;

k. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan memboat laporan rekapifulasi dar
schurah laporan tingkat Desa di wileyahaya dan melaporkan kepada Bupati
setiap bulan selambes-lambamya tanggal 10 (sepulveh) pada bulan
berikutnya.



Pasal 24
Pelaporan scbagaimanp dimeksud dalam Pasal 22 ayal {2) homf b
dilaksenaksn secara berjepjang dari Tim Pelaksana Tingkat Desa kepada
Camai/Tim Pendamping Kecamatan untuk diverifikasi oleh Tim Pendamping
ADD Kecamatan, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati pada akhir
tahun.

BAB X
PENGAWASAN
Fasal 15
Penpawasan terhadap ADD dilakukan secarn fungsional oleh Pejabat yang
berwenang dan oleh Jembage kexnasyarskatan dess yeng bersanghatan sesani
dengan ketentuan peranman perundang-undungan yang berlaku.

Pasal 26
Jika terjadi permasaishan ADD, maks penyelesaiannya secara berjenjang.
mulai dari tingkst Desa kemudien tingket Kecematan dar selanjutnys pade
tingkar Kabupaten,
BAB XI
INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN
PENGGUNAAN ADD
Pasal 27
K.eberhasiian pengelolaan ADD dapat diukur dari :
5. Meningkatmya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokesi Dana
Desa,
b. Meningkamya pantisipasi masyarakat dalam musydwarah perencanaan
pembangunan tingkat Desa;

¢. Meningkatnya pengetahuan mesyarakat tentang pertanggungjawaban
penggunasn ADD aleh Pemerintsh Desa.

Pasal I8
Keberhasilan penggunasn ADD dapat divkur dari ;
a Kegiatan vang didanal sesual dengan yang wlush direncamaken dalam
APBDes;
Deya serap {vealisasi) keuangan s¢suai dengan yang ditargethan;
Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
Besarnya jumlah penerima manfast, terutama dari kelompok miskin;
Tingginya kontribnisi masyamakat dalem menduknung penggunaan AT,
Tegadi peningkatan Fendapaan Ash Desg
Mmt?;. bersineryi dengan program-program pemerintah vang ada di Desa
terac

e RO

BABR XII
PENGHARGAAN DAN SANKS]
Passl 29
(1) Begi desa vang dalam pe¢laksanpan ADD dianggap berprestasi dibenkan
penghargaan. :
(2) Bagi desa yang dalam pelaksanasn ADD tidak sesuai dengan ketemtuan
dikenaken sanksi.
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BAB XTI

PENUTUP

Pazal 30
Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Bupaii i sepenjsng yang
mengatur mengenei tokais pelaksapeannye aken diatur lebik lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Iasal 31

Dengan berlakunya Pcraturan Bupat ini, maka Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 21 Tabun 2010 tenteng Rumussn dan Pedomen Umuin Pelaksansan
berlaku.

FPazal 32
Peraturan Bupati ini mulei berlaky pada tanggal divmdangken
Agar setisp orang dapal mengetabuinya, memerintahkan penpundangan

-~ Peraturen Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupeten
Situbondo.
Ditetapkan di Sitwbondo
Mamggn! } s ’-._: :

BUFPATI SITUBONIM),

H. DADANG WIG SH /ﬂ

Dre. HADI WEIONO, 5.T.. M.M
Pembina Litama Muda
NIP, 19541010 197603 1 Q10

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR {5

fob T UoAT KERIA

Kb, pros
_il‘_bzh.s.hh -




